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Permendesa PDTT 

No 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman 

Umum 

Pembangunan Desa 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa

1. Fenomena ini telah tertuang dalam RPJMD 

Perubahan Kabupaten Lumajang Tahun 

2022. Hal ini juga telah dipulikasikan oleh 

Bagian Organisasi Pemprov Jatim pada laman 

: Grafik Evaluasi Indeks RB - Biro Organisasi 

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

2. Juga tertuang pada Permen PAN & RB 

No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

pada halaman 33-35

Indikator
Nilai IKM 

(PermenPAN-RB 14 

Tahun 2017)

Fenomena

IKM Kecamatan 

Lumajang dari target 

86,32, capaian 

Kecamatan 

Lumajang sebesar 

87,31, namun 

demikian kenaikannya 

dari tahun 2019 

sampai dengan 2021 

mengalami 

penurunan. Tahun 

2019 nilai IKM 87,16 

ANALISIS PENGARUH REFORMASI 

BIROKRASI TERHADAP KINERJA 

PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS DI 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT . Mai 

Damai Ria

Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi 

Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia Kawasan PUSPIPTEK Gedung 417 

Setu Tangerang Selatan e-mail: 

duniadamaisekali@yahoo.com Hermanto 

Siregar Institut Pertanian Bogor Kampus 

POHON KINERJA KECAMATAN LUMAJANG
TAHUN 2023

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan

Keterkaitan hubungan variabel berdasarkan 

Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020 

halaman 33 pada poin b yang menyatakan 

bahwa : Peningkatan kualitas pelayanan 

publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pada masing - masing 

kementerian/ lembaga/ Pemerintah Daerah 

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator
Indeks RB 

(PermenPAN-RB 

tahun 2014)

Fenomena

Rendahnya nilai 

indeks RB Kabupaten 

Lumajang dengan 

nilai 56,66 (CC) dan 

berada di peringkat 

36 dari 38 

Kabupaten/ Kota di 

Jawa Timur (Grafik 

Evaluasi Indeks RB - 

Fasilitasi penyusunan perencanaan 

Pembangunan partisipatif
Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD 

dgn pihak ketiga
Fasilitasi penyusunan program & pelaks. 

Pemberdy. Masy. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi 

Kecamatan

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan 

desaKoordinasi pendampingan desa di 

wilayahnya

Berdasarkan PP 43/2014 ayat (1), Camat/ 

sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan 

Keterkaitan hubungan variabel berdasarkan/ 

indikator berdasarkan Permen PAN & RB No. 

26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang 

target peningkatan kualitas pelayanan publik

Fasilitasi Penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan
Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & 

perangkat desa

Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

BPD
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. 

Daerah dgn pembangunan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 222/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa pada BAB VI 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan 

Pelaporan pada Bagian Kedua tentang 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan 

Pelaporan pada Tingkat Pemerintah Daerah 

Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman 

& ketertiban umum
Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & 

kewajiban lembaga kemasyarakatan

13.
Koordinasi pelaksanaan PKP di 

wilayahnya.

Indikator

Persentase hasil 

fasilitasi dan 

koordinasi yang 

ditindaklanjuti (PP 43 

Tahun 2014, dan 

PMDN 73 Tahun 

2020)

Indikator

Rata - rata 

persentase desa 

yang menyusun 

dokumen administrasi 

pemerintahan desa 

tepat waktu (PP 43 

Tahun 2014, dan 

PMDN 73 Tahun 

2020)

Fasilitasi administrasi tata pemerintahan 

desa
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & 

pendayagunaan aset desa

Berdasarkan PP No. 17/Tahun 2018 pada 

bagian kelima huruf g, Camat dalam 

memimpin Kecamatan bertugas : membina 

dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan 

perundang - undangan yang mengatur desa

Fenomena

Nilai indikator tersebut di 

atas pada Kecamatan 

Lumajang sudah di atas 

target (dari target 91%, 

capaiannya sudah 100%), 

namun demikian target 

tiap tahun terus 

meningkat, yang artinya 

Kecamatan Lumajang 

harus bisa 

mempertahankan juga 

persentase dari indikator 

tersebut agar tetap 

sesuai/ melebihi target

Fenomena

Nilai indikator tersebut di 

atas pada Kecamatan 

Lumajang sudah di atas 

target (dari target 83%, 

capaiannya sudah 100%) 

namun demikian target 

tiap tahun terus 

meningkat, yang artinya 

Kecamatan Lumajang 

harus bisa meningkatkan 

juga persentase dari 

indikator tersebut agar 

tetap sesuai target

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan 

Perencanaan 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangakat 

Daerah

Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah

Kegiatan 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah

Kegiatan 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah

Kegiatan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

file:///C:/Users

/HP/Download

s/Peraturan%2

0Kepala%20LK

PP%20Nomor

%2011%20Tah

un%202013_5

03_1.pdf

Kegiatan 

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa

Permendagri Nomor 73 Tahun 

2020 tentang  Pengawasan 

Pengelolaan Keuangan Desa. Detail 

Peraturan. Abstrak

Sub Kegiatan : 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD

Sub Kegiatan : 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Sub Kegiatan : 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n Bangunan 

Kantor

Sub Kegiatan : 

Pengadaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tenaga 

Pendamping Profesional adalah sumber daya 

manusia yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi dibidang pendampingan 

pembangunan dan pemberdayaan desa

Sub Kegiatan : 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN

https ://kemenkeupe

dia .kemenkeu.go.id/

search/konten/15745

-ketentuan-

mengenai -

honorarium-

penanggung-jawab-

pengelola-

keuangan-tahun-

2022 Ketentuan 

mengenai  

Honorarium 

Penanggung Jawab 

Pengelola  Keuangan 

Tahun 2022  diatur 

da lam Peraturan 

Menteri  Keuangan 

Nomor 

60/PMK.02/2021 

tentang Standar 

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

https://k

umpara

n.com/b

erita-

bisnis/ba

tas-

pembay

aran-

listrik-

tanggal-

berapa-

ini-

jawaban

nya-

1zE6kO

5grsW

Sub Kegiatan : 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Sub Kegiatan : 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Sub Kegiatan : 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas

PP no 

28 

Tahun 

2020 

tentang 

Perubah

an atas 

Peratura

n 

Pemerint

ah 

Nomor 

27 

Tahun 

2014 

Tentang 

 

Pengelol

aan 

Barang 

Milik 

Negara/

Daerah

Sub Kegiatan 

Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa

Permendagri Nomor 

47 Tahun 2016 

tentang  

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Aktivitas :  

Penyusunan 

Dokumen RKA 

SKPD Tahun 

2023 (lembur 

ASN non ASN 

dan FC/Penjilidan)

Aktivitas :  

Pembayaran gaji 

dan tunjangan 

ASN tiap bulan

Aktivitas :  

Penyusunan 

laporan 

penatasusaan 

BMD (lembur 

ASN dan ASN, 

fc/ penjilidan)

Aktivitas :  

Belanja alat listrik 

dan penerangan 

kantor

Aktivitas :  

Belanja motor 

dinas operasional 

kantor

Sub Kegiatan : 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Aktivitas :  

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD/ 

LAKIP  (lembur 

ASN non ASN 

dan FC/Penjilidan)

Aktivitas :  

Penyusunan 

dokumen 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN (hr 

Pengelola 

Keuangan dan Pj 

Pengadaan)

Aktivitas :  

Belanja 

kebutuhan 

operasional 

kantor ( ATK, 

bahan 

pembersih)

Aktivitas :  

Belanja 

pemenuhan 

operasional 

kantor ( telp 

listrik air)

Aktivitas :  

Belanja 

pemenuhan 

pemeliharaan 

operasional 

kantor 

(pemeliharan ac, 

komputer dan 

printer)

Aktivitas :  

Belanja 

pengganti 

transport 

pengantar surat 

Aktivitas :  

Belanja 

pemelihraan 

kendaraan 

operasional 

kantor (BBM , 

pelumas 

pemeliharan dan 

STNK)

Aktivitas :  

Belanja 

Penyusunan 

Laporan 

adiministrasi 

Desa tepat waktu 

Aktivitas :  

Penyusunan 

laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun ( Lembur 

ASN dan Non 

ASN, 

fc/penjilidan)

Aktivitas :  

Belanja fc dan 

penjilidan)

Aktivitas :  

Belanja upah 

bulanan TKB

Aktivitas :  

Belanja 

pemeliharaan 

/rehab gedung 

Kantor 

Kecamatan 

Lumajangh

https://e-gallery.lumajangkab.go.id/main/detail_foto/3052/sosialisasi-

pelayanan-administrasi-terpadu-kecamatan-paten-kabupaten-lumajang-

tahun-2020/10/2

Sub Kegiatan : 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Peraturan tentan Makan Minum tamu JDIH Kemenkeu 

https://jdih.kemenkeu.go.id/download/8f56889c-a001-

483e-ac8c-2116917fda42/70~PMK.03~2022Per.pdf 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

https ://jdih.ke

menkeu.go.id/f

ul l text/2006/8t

ahun2006pp.ht

m

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan

Peraturan 

Bupati No 66 

Tahun 2018  

tentang 

PEDOMAN 

PELAKSANAA

N PROGRAM 

JAMINAN 

SOSIAL 

KETENAGAKE

RJAAN BAGI 

PEKERJA 

PENERIMA 

UPAH DAN 

PEKERJA 

BUKAN 

PENERIMA 

UPAH DI 

KABUPATEN 

Sub Kegiatan : 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor

Sub Kegiatan : 

Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya

Kegiatan Koordinasi 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan

Aktivitas : Monev dan 

sosliasasi Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa

PERMENDAGRI No. 

130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan   

Pembangunan 

Sarana Dan 

Prasarana Keluraha

n Dan Pemberdayaa

n Masyarakat 

Di Kelurahan dan 

Desa

Kegiatan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Kelurahan

Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemberlakuan 

Pembatasan 

Kegiatan 

Masyarakat 

(PPKM)

Undang Undang No 2 Tahun 

2020 tentang tentang 

Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19)

Aktivitas :  

Belanja makmin 

tamu 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran  Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan 

Daerah dan Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

Sub Kegiatan : 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.05/2012

TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGIPEJABAT 

NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP dan Peraturan  No 83/PMK.02/2022 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Fenomena dalam mencapai dan mendukung tujuan dan sasraran Perangkat Daerah, maka 

diperlukan pedoman  bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa 

penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar 

penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan

Aktivitas :  

Penyusunan 

Laporan 

Perjalanan dinas 

dan makan 

minum rapat 

koordinasi  dan 

konsultasi SKPD

https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live

/kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan 

(RAKORWAS) Pemerintah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022

 Rabu, 30 November 2022 || 11:38 WIB

Musrenbang 

kelurahan 

merupakan salah 

satu wadah dalam 

menyusun program 

kelurahan di semua 

bidang. Selain itu 

Musrenbang 

dilaksanakan untuk 

menyusun rencana 

anggaran dan 

kegiatan pada tahun 

berikutnya

Sub Kegiatan : 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa

Sub Kegiatan : 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Kelurahan

Sub Kegiatan : 

Pencegahan 

Covid-19 di 

Tingkat Desa 

dan Kelurahan

Peraturan Bupati (PERBUP) 

Kabupaten Lumajang Nomor 16 

Tahun 

2020. Pencegahan Penyebaran 

 dan Percepatan 

Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid 19).

PErmenda
gri No 17 
Tahun 
2021 
tentang 
Pedoman  
Penyusun
an Kerja 
Pemerinta
h Daerah 
Tahun 

PP  No 16 Tahun 
2019 tentang 
Peraturan Gaji 
Pegawai  
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Fenomena 

adanya 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

dan 

Pemantauan 

Musrenbang 

Desa oleh 

Kecamatan 

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

kegiatan 

musrenbandes

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

kegiatan 

musrenbang di 

Kelurahan

Lumajang.lumajangkab.go.id

/berita/detail/aGtt 

Pemerintah Kelurahan 

Jogotrunan 

menyelenggarakan 

Musrenbang Tahun 2022. 

Bertempat di Balai Kelurahan 

Jogotrunan, Jl. Mahakam 21 

Lumajang. Lurah Jogotrunan, 

Arif Mustofa, membuka 

kegiatan. Sekretaris 

Kecamatan Lumajang, 

Siwandono nampak 

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

kegiatan 

pencegahan 

COVID 19 di 

Tingkat 

Kelurahan

https://lumajang.lumajangkab.go.

id/berita/detail/aXFo    CAMAT 

LUMAJANG TINJAU VAKSINASI 

COVID 19 UNTUK ANAK USIA 6-

11 TAHUN DI SDN 

TOMPOKERSAN I

Sub Kegiatan : 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Kelurahan

Berdasrakan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 

Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah warga 

masyarakat yang telah dipilih melalui Musyawarah 

Kelurahan untuk melaksanakan 

Swakelola Prodamas Plus2022.

Gerakan PKK bertujuan 

memberdayakan keluarga untuk 

meningkatkan kesejahteraan menuju 

terwujudnya keluarga yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia dan 

berbudi luhur, sehat sejahtera, maju 

dan mandiri, kesetaraan dan 

keadilan gender dan kesadaran 

hukum dan lingkungan,

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

tingkat kelurahan 

PKK, Posyandu, 

Karang Taruna 

dll)

Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2017 

ENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 17. TAHUN 2OI3 TENTANG ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN. Pasal I Ormas adalah organisasi 

yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 

sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Dana Kelurahan merupakan dana 

yang berasal dari APBN yang 

masuk dalam pos alokasi umum 

(DAU) tambahan. Yang ditujukan 

untuk pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan serta kegiatan 

pemberdayaan  masyarakat 

kelurahan 

Sub Kegiatan : 

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

Sub Kegiatan : 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kelurahan

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

kegiatan 

pemberdayaan 

desa

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

kegiatan 

pavingisasi di 

wilayah Kelurahan

Wakil Bupati Indah Amperawati meresmikan Kegiatan Kotaku APBD 2019 Kelurahan 

Ditotrunan, Kelurahan Jogotrunan dan Kelurahan Jogoyudan yang bertempat di RT 01/ 

RW 01 Kelurahan Ditotrunan Lumajang, Sabtu (01/2/20), Kegiatan Kotaku telah 

selesai melaksanakan program peningkatan kualitass, pengelolaan serta pencegahan 

timbulnya permukiman kumuh. Kini, di sepanjang jalan gang telah di paving dan 

disampingnya terdapat tanaman aneka bunga yang di tanam dalam pot. Kampung ini 

sekarang di sebut Kampung Sirih, GEMPUR NEWS, 1 Pebruari 2020

Lumajang,  24 Juli 2023

FENOMENA dalam masyarakat kelurahan 

dan desa adalah sesuai dengan pelaksanaan 

tugas kewilayahan bagi TNI telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 

tentang TNI, yang menyebutkan bahwa tugas 

pokok TNI untuk melaksanakan Operasi Militer 

Selain Perang (OMSP). TNI selalu siap 

bersinergi dengan Polri dan Pemerintah 

Daerah melalui jajaran yang ada di wilayah, 

salah satunya adalah dengan membentuk 

satuan tugas (Satgas) keamanan desa untuk 

meminimalisir tindak kriminal, seperti begal, 

pencurian ternak, perampokan, serta 

memberikan pembinaan kepada generasi 

muda agar tidak terpengaruh hal-hal yang 

negatif

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Tugas Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

koordinasi 

dengan 

TNI/POLRI

Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang 

tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 

26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa 

dengan Muspida/Muspika yang dinamai 

Forkopimda/Forkopimcam

Kegiatan 

Koordinasi 

Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945 Kerukunan dan Toleransi antar 

umat beragama terdapat dalam pasal 

29 ayat 1 dan 2, UUD 1945 dan PBM 

Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang 

Kerukunan dan Keharmonisan Antar 

Umat Beragama

Rabu, 5 April 2023 | 12:58 WIB | Penulis : 

MC KAB LUMAJANG Redaktur : Juli

Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) merespon 

sejumlah permasalahan yang timbul akibat pembangunan 

Gereja di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh, 

pembangunan Gereja tersebut merupakan solusi untuk 

permasalahan yang sebelumnya terjadi. Permasalahan 

tersebut sudah dibahas bersama jajaran Forkopimda 

Kabupaten Lumajang dan seluruh unsur Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) serta majelis kode etik FKUB yang 

langsung dipimpinnya

Sub Kegiatan 

Harmonisasi 

Hubungan 

Dengan Tokoh 

Agama dan 

Tokoh 

Masyarakat

Aktivitas :  

Pelaksanaan 

koordinasi 

dengan Toga 

Tomas di 

Kelurahan 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

CAMAT LUMAJANG 
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